WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Tasikmalaya;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

14.Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tasikmalaya dengan Status Penuh Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
TASIKMALAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :
1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
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dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Tasikmalaya yang telah
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota
Tasikmalaya.

4. Jasa Layanan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
fungsional BLU RSUD Tasikmalaya.

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan
yang berlaku umum.

6. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan
diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan
tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun
tenaga upah borongan.

7. Pembelian langsung adalah metoda pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara langsung oleh pengguna anggaran/barang kepada
produsen/agen/distributor/penjual barang/jasa tanpa melalui penyedia
barang/jasa.

8. Penunjukan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa
yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung terhadap 1 (satu)
penyedia barang/jasa dengan melakukan negosiasi baik teknis
maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara
teknis dapat dipertanggungjawabkan.

9. Pemilihan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa
yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya
penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia
barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi
baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

10.Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa
yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas
melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur metoda pengadaan
barang/jasa pada RSUD dengan menerapkan pola fleksibilitas
berdasarkan jenjang nilai, yang meliputi :

a. maksud dan tujuan;
b. prinsip dasar; dan

c. pelaksanan pengadaan barang/jasa



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan
pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/ barang pada RSUD.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD dengan
memberikan fleksibilitas kepada RSUD untuk mengelola keuangan/
barang dalam batas-batas tertentu yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif,
akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB IV
PRINSIP DASAR
Pasal 4
Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai
berikut :
a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka
bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia
barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia
barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada
umumnya;

adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk
memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau
alasan apapun;

akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
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BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang dananya bersumber dari
APBN dan/atau APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang
berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang berasal dari hibah terikat
dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari
pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa
yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 6
RSUD selaku BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas
dalam pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber dari :
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara :
a. swakelola; atau
b. melalui penyedia barang/jasa
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan metoda pengadaan berdasarkan jenjang nilai
sebagai berikut :

a. pembelian langsung atau penunjukan langsung untuk
pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);

b. pemilihan langsung untuk pengadaan dengan nilai diatas
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. pelelangan umum untuk pengadaan dengan nilai diatas
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pangadaan barang/jasa berdasarkan jenjang nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan
kesesuaian antara kebutuhan terhadap barang/jasa dengan
ketersediaan dana sesuai prinsip-prinsip dasar pengadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 November 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT
Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 264



